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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor  667/Pdt.P/2019/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tuban  yang  memeriksa  dan

mengadiliperkaradalamtingkatpertamatelahmenjatuhkanPenetapandalamperkar

aperubahan biodata, yang diajukanoleh :

MUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 06

Januari  1988/ 31  tahun,  agama  Islam,

pendidikanSLTPpekerjaanBuruhHarian  Lepas,  tempatkediamandi

DusunMbacek,  RT.23,  RW.  08,  DesaPenambangan,

KecamatanSemanding, KabupatenTuban, sebagaiPemohon I;

ASYATI BINTI SARIBAN, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 23 April 1990/

29  tahun,  agama  Islam,

pendidikanSLTPpekerjaanMengurusRumahTangga,  tempatkediaman  di

Dusun  Mbacek,  RT.23,  RW.  08,  DesaPenambangan,

KecamatanSemanding, KabupatenTuban, sebagaiPemohonII;

UntukselanjutnyaPemohon I dan Pemohon II disebut  ParaPemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.

- Telahmembacasurat - suratperkara.

- Telahmendengarketerangan Para Pemohon, pihakterkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwadalamsuratpermohonannya, tertanggal 23 September 2019 yang

didaftarkan  di  KepaniteraanPengadilan  Agama  TubanNomor

667/Pdt.P/2019/PA.Tbn,   Para  Pemohontelahmengemukakanhal-

halsebagaiberikut :

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn.,  Hal 1dari10 Hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa,  para  Pemohontelahmenikah  pada  tanggal  18  April  2009,  di

hadapanPegawaiPencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

KecamatanSemanding, KabupatenTuban, sesuaiKutipanAkta Nikah, Nomor

210/116/IV/2009 tanggal 18 April 2009; 

2. Bahwa, ketikamenikah, status Pemohon I  Jejaka, sedangkanPemohon II

Perawan.  Antara  keduanyatidakadahubungandarahatausesusuan,

tidakadalaranganuntukmenikah,  dan  telahmemenuhisyarat,

baikmenuruthukum  Islam  maupunperaturanperundang-undangan  yang

berlaku;

2. Bahwa,  dalamperkawinantersebut,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

telahhiduprukun;   harmonis  dan  telahmelakukanhubungansuamiisteri

(bakdad-dukhul) sertasudahdikaruniai2 (dua) anakmasing-masing  bernama

1. JUNIOR ARYA PRATAMA umur 10 tahun, 2. ARSHYLA SOFIYAH umur 2

bulan;

4. Bahwa, dalamAkta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh

PegawaiPencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  KecamatanSemanding,

KabupatenTuban,  Nomor  210/116/IV/2009,  tanggal  18  April  2009,

tertulisNamaPemohon  I  MOH. ARIFIN  BIN  RASIBAN,

tetapidalamDokumenPemohon  I  yang  lain yaitu,  KartuTandaPenduduk

(KTP),  dan  KartuSusunanKeluarga  (KSK),  tertulisNamaPemohon

IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBANsehinggaterjadiperbedaan;

5.  Bahwaselanjutnya  pada  Akta  Nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

tersebuttertulis,  NamaPemohon  I  MOH. ARIFIN  BIN  RASIBAN,  Nama

Pemohon I  tersebutterdapatkekeliruansehinggatidaksamadengandokumen-

dokumenpribadiPemohon I;

6.  BahwanamaPemohon  I  yang  tertera  pada  Akta  Nikah

seharusnyasesuaidengandokumen-dokumenpribadiPemohon  I  tersebut,

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn.,  Hal 2dari10 Hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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yakni  yang  benaradalahNamaPemohon  IMUHAMMAD  ARIFIN  BIN

RASIBAN,untukituPara  Pemohonmohon  agar  Pengadilan  Agama

TubanmenjatuhkanPenetapanPerubahannamaPemohon I pada Akta Nikah

Para Pemohon, sesuaidengandokumen-dokumenpribadiPemohon I;

7.  Bahwa,  Para  PemohonsangatmembutuhkanPenetapanPerubahanNama

tersebutuntukdijadikanalasanhukum  (kepastianhukum)

persayaratanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk mengurus

Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama  ARSHYLA SOFIYAH

umur 2 bulan;

8.  Bahwa,  untukterkabulnyapermohonanini,  para

Pemohonakanmengajukanbukti-bukti  yang

berhubungandenganPemohonaninidalampersidangan  yang

diadakanuntukmenguatkanpemeriksaanperkaraini;

9. Bahwa  Para

Pemohonsanggupmembayarseluruhbiayaperkarainisesuaidenganperaturan

Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkanhal-haltersebut  di  atas,  Para  Pemohonmohon  agar

KetuaPengadilan Agama Tubansegeramemeriksa dan memutuskanperkaraini,

selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amarnyasebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan  NamaPemohon  I  MOH. ARIFIN  BIN

RASIBANsebagaimanatercantumdalamKutipanAkta  Nikah,  Nomor

210/116/IV/2009,  tanggal  18  April  2009,  yang  di  keluarkan  oleh  Kantor

Urusan  Agama  KecamatanSemanding,  KabupatenTuban,

diubahmenjadiNamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN;

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn.,  Hal 3dari10 Hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan  para  Pemohonuntukmencatatkanperubahan  biodata

tersebut  pada  PegawaiPencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

KecamatanSemanding, KabupatenTuban.;

4. Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

Subsider :

- AtaumenjatuhkanPenetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telahditentukanPemohon I dan Pemohon

II  hadirdalampersidangan,  yang  kemudiandibacakansuratpermohonan  para

Pemohon  dan  Majelis  Hakim  memberikanpenjelasantentanghal-hal  yang

menyangkutpermohonanPemohon I dan Pemohon II, akantetapiPemohon I dan

Pemohon II menyatakantetap pada permohonannya; 

Bahwauntukmemperkuatdalil-dalilnya,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mengajukanbukti-buktitertulissebagaiberikut :

a. FotokopiKutipanAkta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama  (KUA)  Agama  KecamatanSemanding,  KabupatenTuban,

sesuaiKutipanAkta  Nikah,  Nomor  210/116/IV/2009  ,tanggal  18  April

2009,  Buktitersebutbermeteraicukup. Setelah dicocokkandenganaslinya,

ternyatasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P.1.;

b. FotokopiKartuTandaPendudukPemohon  I,  Nomor  3523150801880004,

yang  dikeluarkan  oleh  olehKepalaDinasKependudukan  dan

CatatanSipilKabupatenTuban,  tanggal01  November  2012.

Buktitersebutbermeteraicukup.  Setelah  dicocokkandenganaslinya,

ternyatasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P.2.;

c. FotokopiKartuTandaPendudukPemohon  II,  Nomor  3523156304900001,

yang  dikeluarkan  oleh  olehKepalaDinasKependudukan  dan

CatatanSipilKabupatenTuban,  tanggal01Nopember   2012.,

Buktitersebutbermeteraicukup.  Setelah  dicocokkandenganaslinya,

ternyatasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P.3.;

d. FotokopiKartuKeluarga,  Nomor  35231514-3064524,   yangdikeluarkan

oleh  KepalaDinasKependudukan  dan  CatatanSipilKabupatenTuban,

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn.,  Hal 4dari10 Hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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tanggal02  Maret  2017.  Buktitersebutbermeteraicukup.  Setelah

dicocokkandenganaslinya,  ternyatasesuai,  lalu  oleh

KetuaMajelisdiberitanda P.4.;

e. Fotokopi  Surat  KeterangandariKepalaDesaPenambangan,

KecamatanSemanding,  KabupatenTuban,

Nomor470/900/414.415.09/2019,  tanggal19September  2019,

Buktitersebutbermeteraicukup.  Setelah  dicocokkandenganaslinya,

ternyatasesuai, lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P.5.;

Bahwa,  selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menyatakan  tidak

mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon

dijatuhkan penetapan;

Bahwa,

selanjutnyauntukmempersingkaturaianpenetapaninicukuplahdenganmenunjukh

al-halsebagaimanatercantumdalamberita acara persidanganatasperkaraini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwamaksud  dan  tujuanpermohonanPemohon  I  dan

Pemohon II adalahsebagaimanatelahteruraidiatas;

Menimbang,  bahwaberdasarkanketentuanPasal  49  Undang-

undangNomor  7  Tahun1989   besertapenjelasannya  yang

telahdiubahdenganUndang-UndangNomor  3  Tahun  2006  dan

perubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, perkara a quo

adalahtermasukkewenanganPengadilan  Agama,  dan

telahdiajukansesuaidenganperundang-undangan  yang  berlaku  oleh

karenanyaharusdinyatakanditerima;

Menimbang,  bahwasebagaimanabukti   P.2  dan  P.3

menunjukkanbahwaPemohon I dan Pemohon II bertempattinggal/berdomisili di

Wilayah  Tuban,  karenaitutelahtepatPemohon  I  dan  Pemohon  II

mengajukanpermohonanini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwaalasan yang mendasariPemohon I dan Pemohon II

mengajukanpermohonanperubahan  biodata  Pemohon  I

tersebutadalahbahwaPemohon  I   pada  tanggal18  April  2009

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn.,  Hal 5dari10 Hal.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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telahmelangsungkanperkawinansahdenganseorangperempuanbernamaASYATI

BINTI SARIBAN, dan telahmendapatBuku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  KecamatanSemanding,  KabupatenTuban,  sesuaiKutipanAkta

Nikah, Nomor 210/116/IV/2009 tanggal18 April 2009, tertulisNamaPemohon I

MOH. ARIFIN  BIN  RASIBANtetapidalamDokumenPara  Pemohon  yang  lain

yaitu  KK  (Kartu  Tanda  Penduduk) dan KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk)

tertulisNamaPemohon  I  MUHAMMAD  ARIFIN  BIN  RASIBAN,

sehinggaterjadiperbedaan;,  perubahan  biodata  dimaksud  sangat  diperlukan

oleh  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  dijadikan  alasan  hukum  dalam

mengurus surat-surat penting Pemohon I  dan  Pemohon II ; 

Menimbang, bahwaterkaitdenganpermohonanPemohon I dan Pemohon

II,  terlebihdahuludipertimbangkandariaspekformilnya,

bahwapermohonanperubahan  Biodata  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

dimaksudadalahberkaitandenganpencatatanperkawinansebagaimanadiaturdala

mPeraturanPemerintahNomor 9  Tahun 1975, di mana dalamPasal 2 ayat (1)

PeraturanPemerintahtersebutdinyatakanbahwa  :

“Pencatatanperkawinandarimereka  yang

melangsungkanperkawinannyamenurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh

PegawaiPencatatsebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangNomor  32

Tahun  1954  tentangPencatat  Nikah,  Talak  dan  Rujuk”,

karenaituberdasarkanPasal 63 ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974

jo.  Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undangNomor  7  Tahun  1989  jo.  Undang-

UndangNomor 3 Tahun 2006, sertasesuai pula denganketentuanPasal 34 ayat

(2)  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  11  Tahun  2007  tentangPencatatan

Nikah,  yang  berbunyi   :  “Perubahan  yang  menyangkut  biodata  suami,

isteriataupunwaliharusberdasarkankepadaputusanPengadilan  pada  wilayah

yang  bersangkutan”,  Pengadilan  Agama

secaraabsolutmempunyaikewenanganuntukmenyelesaikannya  dan

karenasifatnyauntukkepentingansepihak,

makapermohonantersebuttermasukperkaravoluntair;

Penetapan, Nomor667/Pdt.P/2019/PA.Tbn.,  Hal 6dari10 Hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwaselanjutnyaterkaitdenganaspekmateriilnya, Pemohon

I  dan  Pemohon  II  meneguhkandalil-

dalilpermohonannyadenganmengajukanalat-alatbuktitertulis,   alatbukti  mana

antarasatudengan  yang  lain  ternyatasalingberkaitan  dan  Majelis  Hakim

dapatmenemukanfaktabahwaNamaPemohon  IMUHAMMAD  ARIFIN  BIN

RASIBAN;

 Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu

Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk

sebagai  bukti  diri  yang  diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana  yang  berlaku  di

seluruh  wilayah  Republik  Indonesia”,  maka  dari  itu  menurut  Majelis  Hakim,

bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan,

sehingga  harus  dianggap  benar,  bahwa   NamaPemohon  IMUHAMMAD

ARIFIN BIN RASIBAN;

Menimbang,  bahwaperludikedepankan  pula

dalampertimbanganinibahwadiundangkannyaUndang-UndangNomor  23  Tahun

2006  tentangAdministrasiKependudukanadalahbertujuanuntuk:

“memberikanperlindungan  dan  pengakuanterhadappenentuan  status  pribadi

dan  status  hukumsetiapPeristiwaKependudukan  dan  peristiwaPenting  yang

dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luarwilayah Negara

KesatuanRepublik Indonesia, sehinggaidentitaspribadi yang menyangkut status

pribadimaupun  status  hukumseseorangharuslahtetap,  benar  dan

semestinyatidakditemukanperbedaanantarasatudenganlainnya; 

Menimbang,  bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut  di

atas,  makaMajelis  Hakim  berpendapatbahwapermohonanPemohon  I  dan

Pemohon II telahberalasanmenuruthukum, sehinggaharuslahdikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karenapermohonanperubahan  biodata

dimaksudadalahperubahan  biodata  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang

berkaitandengan  biodata  pernikahansebagaimanaterteradalamKutipanAkta

Nikah  Nomor210/116/IV/2009  ,  makaMajelis  Hakim

berpendapatperlumemerintahkankepadaPemohon  I  dan  Pemohon  II

untukmencatatkanpenetapaninikepadaPegawaiPencatat  Nikah  pada  Kantor
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Urusan  Agama

KecamatanSemandingKabupatenTubanuntukdilakukanperubahan pada register

nikahnya. (Vide :Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor  11 Tahun

2007); 

Menimbangbahwa  oleh  karena  yang

hendakdirubahadalahberkaitandengan  biodata  yang  adadalamkutipanakta

nikah,

makaMajelisberpendapatbahwahaliniadalahtermasukdalambidangperkawinan,

oleh karenaitusesuaidenganpenjelasanpasal 49 hurufa  Undang-UndangNomor

7 Tahun l989  yang telahdirubahdenganUndang-UndangNomor. 3 Tahun 2006

dan  telahdirubahuntukkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor   50Tahun

2009,  makaberdasarkanketentuanpasal  89  ayat  (1)  Undang-

UndangdimaksudseluruhbiayaperkaraharuslahdibebankankepadaPemohon  I

dan Pemohon II ; 

Menimbang,  bahwamengingatsemuaperaturanperundang-undangan

yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan  NamaPemohon  I  MOH. ARIFIN  BIN

RASIBANsebagaimanatercantumdalamKutipanAkta  Nikah,  Nomor

210/116/IV/2009,  tanggal  18  April  2009,  yang  di  keluarkan  oleh  Kantor

Urusan  Agama  KecamatanSemanding,  KabupatenTuban,

diubahmenjadiNamaPemohon IMUHAMMAD ARIFIN BIN RASIBAN;

3. Memerintahkan  para  Pemohonuntukmencatatkanperubahan  biodata

tersebut  pada  PegawaiPencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

KecamatanSemanding, KabupatenTuban.;

4. Membebankankepada  Para

PemohonuntukmembayarbiayaperkarasebesarRp.266.000.00,-

(duaratusenampuluhenamribu rupiah);
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Demikianlah  penetapan  ini  dijatuhkan  pada  hari  Senin,  tanggal  07

Oktober2019 Masehi, bertepatan dengan  08 Safar  1441 Hijriah, oleh Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama  Tuban  yang  terdiri  dari  Drs.H.ASEP

BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H.  AUNUR ROFIQ, MH.  dan

H.  MUKTAR,  S.Ag.,  masing  masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota  tersebut  serta

SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai  Panitera  Pengganti  dan  dihadiri  oleh   para

Pemohon;

Hakim Anggota I KetuaMajelis

Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH. Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

H. MUKTAR, S.Ag

PaniteraPengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

RincianBiayaPerkara :

a. BiayaPendaftaran : Rp.   30.000,-

b. Biaya ATK. Perkara : Rp.   50.000,-

c. BiayaPanggilan : Rp.150.000,-

d. Biaya PNBP Panggilan : Rp.    20.000,-
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e. BiayaRedaksi : Rp. 10.000,-

f. Materai                               : Rp. 6.000,-  

Jumlah Rp.266.000,-
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